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`ABSTRAK

IMPLEMENTASI PP NO 24 TAHUN 1997 TENTANG  PENDAFTARAN TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI DELI SERDANG
NADILA DWI AGUSTIA
NPM : 165114018
Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya.Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di kantor BPN Deli Serdang.
Hasil penelitian dari permasalahan yang diambil adalah sertifikat merupakan 
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat memiliki kekuatan hukum jika: Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, Tanah diperoleh dengan itikad baik, Tanah di kuasai secara nyata, dan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat.

Pada aspek aplikasi, implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang belum mampu memenuhi standar persyaratan dan waktu pelayanan. Persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat menyebabakan waktu pelayanan menjadi lama, karena untuk diproses seluruh persyaratan sudah harus terpenuhi. Adapun faktor-faktor penghambat proses implementasi pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang sehingga mengakibatkan belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi, soisalisasi, sumber daya dan komitmen BPN Deli Serdang.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PP NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING REGISTRATION OF LAND IN THE COMPLETION OF DUAL DISPUTE CERTIFICATE IN DELI SERDANG
NADILA DWI AGUSTIA
NPM : 165114018

Land disputes occur because the land has an important position, which can prove the independence and sovereignty of the owner.Tanah has a function in the framework of the integrity of the state and function as the basic capital in order to realize the greatest prosperity of the people. 


The problem in this thesis is how the power of law of land ownership certificate in land dispute settlement and how factors causing Certificate of Property to the land have no legal force in land dispute on

Data collection method used is literature research (Library Research) that is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, laws and also the materials and field research (Field Research) is by doing the spaciousness in this case the authors directly conduct a study at the Medan District Court by taking a related decision that is


A certificate is a valid proof of right as a strong proof of the physical data and juridical data contained therein, provided that the physical data and juridical data are consistent with the data contained in the relevant land records and books. The certificate has the legal power if: The certificate is issued legally on behalf of a person or legal entity, Land is obtained in good faith, Land is dominantly controlled, and Within 5 (five) years since the issuance of the certificate no one has objected in writing to the holder certificate and the Head of the local Land Office of the Regency / City or do not file a lawsuit to the court regarding the control of the land or the issuer of the certificate


In the application aspect, the implementation of the land registration policy in Deli Serdang Regency has not been able to meet the requirements and service time standards. Requirements that are difficult to fulfill by the community cause the service time to be long, because for all the requirements to be processed must be met. The inhibiting factors in the process of implementing land registration in Deli Serdang Regency have resulted in not going well because they are affected by the lack of coordination, socialization, resources and BPN Deli Serdang's commitment.
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